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LEMBARAN DAERAH KABUPATEN REMBANG
NOMOR 17 TAHUN 2001
TAMBAHAN LEMBARAN DAERAH NOMOR 10

PERATURAN DAERAH KABUPATEN REMBANG
NOMOR 17 TAHUN 2001

TENTANG
ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJIA DESA

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA
BUPATI REMBANG

Manimbang : a. bahwa dalam rangka meningkatkan
penvelasnggaraan pemerintahan,
pelaksanazan pembangunan dan
pelavanan masyarakat menuju Desa
vang mampu manyelenagarakan
rumah tanngganva sendiri secara
berdaya guna dan berhasil guna,
maka setiap tahun Pemerintah
ODesa perlu menvusun Anggaran
Pendapatan dan Belanja Desa;

b. bahwa sesuai dengan Pasal 107
ayat (4) Undang-undang Nomor 22
Tahun 1999 tentanga Pemerintahan
Daerah dan Pasal 64 avyat (1)
Keputusan Menteri Dalam Neger:
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NMomor &4 Tahun 1999 tentang
Pedoman Umum Pengaturan Menganal

Desa, maka perluy mengatur panyJd-
sunan Anggaran Pangapatan  dan
Bzlania Desa;

bahwa untuk maksud tersebut
perlu diatur dan ditetapkan
dencan Peraturan Dasrah.
Undang-undang Nomor Iz Ficisitis
1950 tentang Pembantukan Dzsrab-
cdaerah Kabhupaten alam Limg-
kungan Propinsi Jawa Tengzah;
Undang—-undang Neomor 22 Tahun
1999 tentangPemerintahan GDasrzah
( Lembaran Negara Republik
Indonasia Tahun 1999 Nomor &0

Tambzhan Lambaran Negzra Reou

1ik Indonecsia Nomor 3839 )

Urdanﬂwundanc N:ro

can erfdra anﬂr"nt h
Semerintah Daerhh {

quq Nomor ?Z,Tambahar !
Hﬁcara Republik Indonesia

Keputusan Presiden Rzpubli
Indonesia Nomor 44 Tahun 19?9
tentang teknlis Penyusunan Perat-
vran Perundang—undangan &
bentuk Rancangan Undang-uncan

«

PR



]

Rancangan Psraturan Pemerintah,

dan Rancangan Keputusan Pres
den;

5. ¥eputusan M
Nomor 3 T
fstunijuk Pel
cuzian Peric
lengharazn o
velurahzn:

& . voputucan Menteri Dalam Negeri
“emar A4 Tahun o 1979 tentanag
nedoman Umum Pengaturan fengenas
g2t Al

Dangan persetujuan
nrmar PERUAKILAN fAKVAT DAERAH KQBUPQTEN REMBANG
MEMHITUSKAN
remetopkan - DERATURAN DAERAH KABUPATEN REME

TENTANC ANGGARAN PENDAPATE: oAk
oL ANIS DESA

gAB I
KETENTUAN UMU™M
aszl 1
pzlam Peraturan Daerah ini vang
dimaksud dengan :

4. Daerah adalah Kabupaten Remband;
b. Bupati adalah Bupati fRembang;
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Camat adalah Camat di Kabupaten Rembang:

Desa adalah kesatuan masyarakat hukum yang
memiliki kewenangan untuk mengatur dan
mengurus kepentingan masyarakat setempat
berdasarkan asal usul dan adat istiadat
setempat yang diakul dalam sistem pemerinta-
han nasional dan berada di Kabupaten Rembang;
Kepala Desa adalah Kepala Pemerintah Desa:
Badan Perwakilan Desa vang selanjutnya dise-
but BPD adalah Badan Perwakilan vang terdiri
atas pemuka-pemuka masvarakat didesa vyang
beriungsi mangayomi adat istiadat, membuat
Peraturan Desz, menampung dan menyalurkan
aspirasl masyarakat, sarta melakukan pengawa—
san terhadap penyelengoarazn Pemarintahan
Desa;

Paraturan Desa adalah peraturan yang ditetap-
kan oleh Kepala Desa setelah mendapat bpeirse-
tujuan 8PD;

Kekayaan ODesa adalah segala kekayaan/aset
Desa yang berupa barang bergerak maupun tidak
bergerak dan dapat menjadi sumber penahasilan

bagi Desa vang bersangkutan;

Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa vang
sa2lanjutnya disebut APSD adalah anggaran vang
terdiri atas bagian penerimazan dan bag:a

psngeluaran yvang ditetapkan setian tahun oleh
Keoala Desa dengan Peraturan Desa;

Tuga

Pembantuan adalah penugasaan dari
Pem Urlntah kKepada Daerah dan Desa dan dari
Dasrah ke Desa untuk melaksanakan tuazas
tertentu vang disertai pembiayaan, sarana dan
prasarana serta sumber daya manusia dengan
kewajliban melaporkan pelaksanaannvya dan

mempertanggungjawabkan kepada yYang menugas-—
kan.
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BAB II

TATA CARA PENYUSUNAN AFBD

FPasal 2
F1)y sets sznielang tahun anggaran baru  EBupall
pernvusunan  APBD  Kepada
2) ~an  nedoman sebagaimana dimaksud
1} Keszla Da2sa  menyusun rancangan

(1) APBD te i dari bagian penerimaan  dan
2

(2} Bagian pengaluaran terdirl  daril baglan
penczluaran rutin dan bagian osngseluaran
pembanaunat

BOB IV
PENERIMAAN DAN PENGELUARAN
Ezqgla Kesatu
Penerimaan
Pasal 4
) penerimaan Desa terdiri dari 7 (tujuh) pos

dencan kode anggaran sebagail berikut
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1.1 Pos Sisa 1lebih perhitungan anggaran
tahun lalu;

Pos Pendapatan Asli Desa;

Pos Bantuan dari Pemerintah Kabupaten;
Pos Bantuan daril Pemerintah dan Pemerin-
tah Propinsi:

[
AN

1.5 Pos Sumbangan dari pihak ketiga:
1.6 Pos Pinjaman Desa;
1.7 Pos Badan Usaha Milik Desa.
Setiap pos terdiri pasal-pasal.

Paszl &
Siza leb.h anggaran tahun lalu sebagaimana
dimaksud Pasal 4 ayat (1) adzalzah sisa
pendapatan anggaran tahun lalu vang merupa-—
kan penerimaan tahun anggaran berikutnya.

Pendapatan Asll Desa sebagaimana dimaksud
Pasal 4 avat (1) meliputi -

2.1 rHasil usaha Desa:

2.2 Hasil kekayaan Desa;

2.3 Punautan Desa;

2.4 Hasil swadaya dan partisipasi;:

2.% Hasil gotong rovong;

Zab

Lain—lain pendapatan asli Desa yang sah.

Kekayaan Desa sebagaimana dimaksud ayat (2)
terciri dari :

a. Tanah kas Desa;

b. Pasar Desa:

c. Bangunan Dessa;

d. Obyek rekreasi yang diurus oleh Desa;

e. Pemandian umum yang diurus oleh Desa:
. Hutan Desa:

A



151

]
'

Perairan dalam batas tertentu yang diur
oleh Desa termasuk irigasi dan sejeni:
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pancingan vang diuvszhakan
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Pasal &

Pendapatan Desa yang telah dimiliki dan

!
ola oleh Desa tidak dibenarkan diambil
l2h Pemerintah dan atau Pemerintah Daerazah
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her
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zalan Kedua
Pengeliuaran

(1) Pengz=luaran Desa terdiri cdari bagian
pengaluaran rutin dan baglan pengeluaran
pembangunan.

(2) Bagian pengeluaran rutin sebagaimana dimak-
sud ayat (1) terdiri atas & ( Enam ) pcs
kode anggaran sebagal berikut :
2R.1 Belanja pesgawai;
2R.2Z2 Belanja barang;
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Belanja pemeliharaan:
Biava perjalanan dinas;
Belanja lain—lain;
Pengeluaran tidak terduga.

Pl ey siips)
AN

NN NN

Baglan pengeluaran pembangunan dimaksud avat
(1) terdiri atas &6 ( Enam ) pos dengan kode
mata angagaran :

2P .1 Pembangunan sarana dan prasarana
Pemerintahan;

2P .2 Pembangunan prasarana produksi:

2P.3 Pembangunan prasarana pemasaran;

2F.4 Pembangunan prasarana perhubungan;

2P .5 Pembangunan prasarana sosial:

2P.6 Pembangunan lain-lain.

Pos—pos baglan pengeluaran rutin dan bagian
pengeluaran pembangunan terdiri atas pasal-
pasal.

BRE V
TATA US&HA KEUANGAN DEsa
Pasal 8
Pengelolaan keuangan Desa dicatat dengan
tertib dalam buku administrasi keuangan
Desa menurut pedoman vang ditetapkan oleh
Bupati.
Pengisian buku administrasi keuangan Desa

sebagaimana dimaksud ayat (1) dilaksanakan
oleh Bendaharawan Desa.
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(Z) Setiap pengeluaran keuangan Desa harus
mendapat persetujuan dari Kepala Desa,
sesual dsngan pos pengeluaran vano telah
ditetapkan.

(<) Dalam pengelclaan kecvangan Desa , Desa capat
menunjuk Eank terdekat sebagai Kas Desa.
BAB VI
cohDAaHARAWAN DESA
Bagian Kesa+tu
Pengangkatan Bendaharawan Desa

Pasal @

(1l Ealah ?EQ‘&H Kepala Urusan ©pada Sskretar-
i

=
2t dilangkat sebagal B8endaharawan
pala Desa atas persetujuan BPO.

o
[
N

Eendaharawan Desz mempunvail tugas menerim=z
mencatat, menylmpan, meangeluarkan, mela-
porkan dan membuat surat psertanggunciawabsn
vyang menjadl tugasnva.

~~
(V]
N

Untuk menjalankan tugas sebagaimanz Jdimaksud
ayat (1) Bendaharawan Desa mempunva: fungsi
melaksanakan kegiatan pengelolaan keuvancan
Desa.
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BAB VII

PEMBAHASAN ANGGARAN

Pasal 11
Kepala Desa mengzajukan Rancangan APED kepada
BPD untuk dibahas dan disahkan.

Rancangan APBD dibzahas dalam Musyawarah Desa
oleh Kepala Desa dan SPD.

BaB VITI
PENETAPAN ANGGARAN
Pasal 12

APBD ditetapkan setiap Tahun Anggaran dengan
Peraturan Desa.

Penetapan Peraturan desa dimaksud ayat (1)
dilakukan selambat-lambatnya 1 { satu )
bulan setelah ditetapkannya Anggaran Penda-
patan dan Belanja Kabupaten.

Calam rangka pembinaan pengendalian dan
Pengawasan, Bupati dapat membatalkan Peratu-
ran Desa tentana APBD yYang bertentanagan
dengan kepentingan umum dan peraturan peru-
ndang-undangan yang lebih tinggi.

Keputusan pembatalan Peraturan Desa sebagai-
mana dimaksud Ayat (3) diberitahukan kepada
Kepala Desa dan BPD dengan menyebutkan
alisan—-alasannya.
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apabila Kepala Desa dan atau BPD tidak
mmnﬂrima pembatalan sebagaimana dimaiksud
=vat (3), maka dapat mengajukan kKeberatan
d=¥e ada gupati dengan menyebutiizn alasan-
zirasannva.
ﬁ:abila pengajuan Keberatan
citerima oleh Bupati sebagaima
ayalt (S}, maka Kepala Desa dan
~PED mbali.
BAB IX
PERUBGHAN ANGGARAN
Paszal 13
arnzabila dalam tahun anggaran yang "sedang
berjzlan terjadi perubahan anggaran yang
telzh ditetapkan, maka dilakukan perubahan
31 vang ditetapkan dencan pPeraturar
dan susupan Peraturan Desz  tentant
carubahan APBD sebaczimanrz dimaksud
=yiel 1) akan diatur lebih lanliut dalan

CERHITUNGAN ANGGARAN

Paszl 14
perhitungan APBD ditetapkan dengar aratuiran
Dasa celambat—lambatnya 3 (tigay bulan
setelah berakhirnya tahun anggaran.
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Perhitungan APBD sebagaimana dimaksud ayat
(1) dibuat menurut urutan dan nomor darl
semua bagian dan pos AP3D.

fedonan  dan susunan Paraturan Desz  tantang
cerhituncan APED akan diatwus lsblh lanjut
dalam Reputusan Bupatil

BAB X1

PERTANGGUNGIAWARAN KEUANGAN DESA
Pasal .5

Selambat-lambatnya 3 (tiga) bulan seteslah
tahun anagaran berakhlr Kepala Desa manvam-—
paikan pertanggungjawaban  kKeuangan L==za

kepada BPD.
Laporan pertanggungiawaban keuangan Desa
szbagaimana dimaksud ayat (1)} adalah meruna-
kan baglan darl pertanggungjawaban dan
pelaksanaan tugas ¥epala Desa.

BAB XII

PENGAWASAN PELAKSANAAN APBD
Pasal 16

BPD mengawasi Jalan:vya APBD.

BPD dapat memanggll Kepala Desa apzabila
terdapat indikasi penvelewengan APED.

Apabila terdapat penvelewengan APBD maka BPD
melaporkan kepada Bupati melaluil Camat.
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8AB XIII

TUNTUTAN PERBENDAHARAAN/TUNTUTAN GANTI RUGIT

Pasal 17
{1) Dalam hal terjadi penvalahgunakan keuangzn
Desa vyang membawa akibat kerugian badi
Pemerintah Desa dapat dikenakan tuntutan
pzrbendaharaan/tuntutan ganti  rugl sesuzi
DeEraturan perundanag-undancan vang berlaxu.
2 tutzn parbendaharaan/tuntutan ganti rugl
dimaksud avat {1} tidak menutup
cgiiakukan tuntutan pidana.

BAB XIV

KETENTUAN PERALIHAN

Pasal 18
Denuazn  berlzkunve Peraturan Daerzh ini, maka
semua keteptuarn vang mengatur mengenail Anggaran
Degza dinvatakan tidak berlaku lagi.

KETENTUAN PENUTUP
Pasal 19

Hal-hal 1lain vang belum diatur dalam Peraturan
Daerah 1ni akan diatur lebih lanjut oleh Bupati
sepanjang mengenal pelaksanaannva.
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Pasal 20
Dorzturan Dasrah ini mulal berlaku pada
ciundangkan
Agar setiap rang dapat mengetahuinya, mam
tahkan penqundangan Peraturan Dasrah ini J
penemzpatannya dalam Lembaran Ozerah  #abu
Remoang

Ditestapkan di R e m & 2

pada tanggal 3IC oktober

BUPATII REMBA® P

HENDARSON
Diundangkan di R e m b an g
pada tanggal & Nopeamber 2001

SEKRETARIS DAERAH KABUPATEN
REMBANDRG

H. NDERANT O,SH,MM

Pembina Utama Madya
NIP. 500 040 991

LEMBARAN
NOMOR 17
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